
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepolisian menurut UU R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan 

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kepolisian Daerah Lampung atau Polda Lampung, adalah pelaksana tugas 

Kepolisian R.I. di wilayah Provinsi Lampung. Polda Lampung tergolong Polda 

tipe A, dipimpin oleh seorang kepala  kepolisian daerah yang berpangkat bintang 

dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Tugas utama kepolisian adalah memelihara 

keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU R.I. No.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian). Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan 

suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam 

melaksanakan aktifitas sehari-hari. Selain melayani masyarakat, Kepolisian juga 

melayani anggotanya salah satunya dalam  proses pengelolaan data izin kawin 

bagi calon Bhayangkari yang akan menjadi istri anggota polisi.  

 Menjadi angota kepolisian sudah sepatutnya untuk menjadi teladan yang 

baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dan polisi merupakan dua 

kegiatan yang tidak  bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan 

tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar. 

Bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak 

hukum maupun sebagai pekerja sosial pada aspek sosial dan kemasyarakatan 
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(Barda Narwawi Arief, 2013).Oleh karena itu, kehidupan anggota kepolisian 

haruslah ditunjang dengan kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang 

dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah 

tangganya sehingga setiap anggota polisi ketika melaksanakan tugasnya tidak 

akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Untuk melaksanakan 

maksud tersebut di atas, maka dibentuklah peraturan perawinan yang khusus 

belaku dalam kepolisian.Untuk mengadakan perkawinan, seorang polisi harus 

melakukan pengajuan atau permohonan surat izin kawin yang selanjutnya 

melaksanakan sidang perkawinan. 

Saat ini, pengelolaan data pada proses pendaftaran izin kawin di Polda 

Lampung masih diolah secara manual, dimana anggota polisi yang akan 

mendaftar kawin harus datang secara langsung ke Polda Lampung untuk 

menyerahkan berkas yang dibutuhkan. Sehingga dalam setiap proses pencatatan 

sangat menyita waktu dalam pengisian formulir dan syarat-syarat perkawinan. 

Begitu juga dengan pencarian data yang telah tersimpan yang masih berupa 

dokumen-dokumen yang diarsipkan, mengakibatkan proses pencarian data 

menjadi lambat dan tidak tepat waktu. Oleh sebab itu sistem yang berjalan saat ini 

di Polda Lampung membuat proses tersebut memerlukan waktu 1 sampai 3 hari 

dalam penyelesaiannya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan masalah 

yang terjadi pada proses pengolahan data izin kawin di Polda Lampung dapat 

teratasi dengan  baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak yang terlibat 

dalam pengolahan data izin kawin. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepolisian Daerah Lampung atau Polda 

Lampung membutuhkan sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu karyawan 
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dan pimpinan untuk mengelola data izin kawin bagi calon pengantin. Sarana yang 

digunakan untuk berbagai informasi mengenai data izin kawin di Polda Lampung 

adalah melalui website. Maka dibangun sebuah sistem pendaftaran izin kawin 

berbasis website, Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditemukan 

pada Polda Lampung, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi 

Pendaftaran Izin Kawin Berbasis Web Studi Kasus Polda Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan maka 

didapatkan rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana mengolah data pendaftaran izin kawin bagi anggota Polri di Polda 

Lampung? 

2. Bagaimana menerapkan Sistem Informasi Pendaftaran Izin Kawin Bagi 

Anggota Polri Berbasis Web di Polda Lampung? 

3. Bagaimana melakukan pengujian fungsional Sistem Informasi Pendaftaran 

Izin Kawin menggunakan ISO 25010? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini betujuan untuk : 

1. Mengolah data izin kawin bagi anggota Polri di Polda Lampung 

2. Menerapkan Sistem InformasiPendaftaran Izin Kawin Berbasis Web di 

Polda Lampung 

3. Melakukan pengujian fungsional Sistem Informasi Pendaftaran Izin Kawin 

menggunakan ISO 25010 
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1.4 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan masalah maka penulisan membatasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana proses pendaftaran izin kawin bagi 

anggota Polri dan calon bhayangkari. 

2. Pada sistem yang akan dibuat hanya digunakan untuk anggota Polri yang 

bertugas di Polda Lampung. 

3. Pembahasan hanya menyangkut pendaftaran izin kawin di Polda Lampung 

4. Pengujian sistem hanya menggunakan salah satu karakteristik dari ISO 25010 

yaitu functional suitability. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Diharapkan dapat mempermudah dalam proses pendaftaran izin kawin agar 

pemohon tidak harus datang langsung ke Polda.  

2. Diharapkan dapat mempermudah dalam proses pencarian data izin kawin pada 

saat data tersebut diperlukan. 

 


